BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Stakeholders

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang relatf modern. Pertama
kali dipopulerkan oleh R. Edward Freeman tahun 1984 dalam buku manjemen
strategisnya: pendekatan stakeholder (1984). Freeman: 1984 dalam Budi
Untung : 2014 mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai “kelompok
atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian
tujuan organisasi”. Teori stakeholder membantu korporasi memperkuat
hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dalam mengembangkan
keunggulan kompetitif. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku
pengungkapan sosial dan lingkungan. Perusahaan akan berusaha untuk
memuaskan stakeholder agar tetap bertahan yaitu dengan mengungkapkan
informasi yang dibutuhkan. Beberapa kelompok stakeholder sangat
membutuhkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan.

pengungkapan sosial merupakan strategi yang digunakan utnuk
mengelola hubungan dengan stakeholder dengan mempengaruhi level
permintaan yang berasal dari stakeholder yang berbeda. Semakin penting
stakeholder itu bagi kesuksesan organisasi, semakin besar kemungkinan
organisasi akan memenuhi permintaannya.

Menurut Budi Untung (2014) Salah satu tantangan pertama bagi

korporasi adalah untuk mengidentifikasi:
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1. Pemegang saham dan investor yang menginginkan hasil optimal atas
investasi mereka.

2. Karyawan yang ingin tempat kerja yang aman, gaji yang kompetitif dan
keamanan kerja.

3. Pelanggan menginginkan barang dan jasa berkualitas dengan harga yang
wajar.

4. Masyarakat setempat ingin investasi masyarakat.

5. Regulator ingin sesuai peraturan yang berlaku.

Kesimpulannya ialah perusahaan tidak hidup sendiri dan akan terus
berhubungan dengan stakeholdernya. Kemampuan perusahaan untuk menarik
perhatian dari stakeholder memberikan dukungan kepada perusahaan.Hal
yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian dari stakeholder adalah dengan
melakukan  kegiatan  tanggung jawab sosial  poerusahaan  demi

keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.

2.2 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (agency theory) mengungkapkan adanya hubungan
antara principal (pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan mandat)
dan agent (manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat) yang
dilandasi dari adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan,
pemisahan penanggung resiko, pembuatan keputusan dan pengendalian
fungsi-fungsi (Andrian Sutedi:2011). Pihak principal juga dapat membatasi
divergensi kepentingannya dengan memberikan tingkat insentif yang layak

kepada agent dan bersedia mengeluarkan biaya pengawasan untuk mencegah
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kecurangan yang dilakukan oleh agent. Adanya pemisahan antara fungsi
kepemilikan (ownership) dan fungsi pengendalian (control) dalam hubungan
keagenan sering menimbulkan masalah-masalah keagenan (agency problems).

Masalah-masalah keagenan tersebut timbul karena adanya konflik atau
perbedaan kepentingan antara principal dan agent. Teori keagenan (agency
theory) berusaha menjelaskan tentang penentuan kontrak yang paling efisien
yang bisa membatasi konflik atau masalah keagenan.Teori keagenan juga
berperan dalam menyediakan informasi, sehingga akuntansi memberikan
umpan balik (feedback) selain nilai prediktifnya. Teori keagenan menyatakan
bahwa, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan
yang rendah cenderung akan melaporkan laba lebih rendah atau dengan kata
lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen (salah
satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata
masyarakat yaitu biaya-biaya yang terkait dengan tanggung jawab sosial
perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan
kepentingan pemilik dan agen yang dapat menimbulkan oppourtunistic
manajer.

Menurut Andrian Sutedi (2011) Teori agensi menjawab dengan
memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi baik
antara agent (pengelola) dengan principal (pemegang saham) maupun antara

principal (pemegang saham) dengan principal (pemberi pinjaman).
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2.3Corporate Sosial Responsibility (CSR)
a. Defenisi CSR

Corporate sosial responsibility (CSR) atau pertanggung-jawaban
sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk
berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan
memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan
pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan
lingkungan (Irham Fahmi: 2012).

Dengan adanya praktik corporate sosial responsibility maka
diharapkan nilai perusahaan akan baik dimata masyarakat. Perusahaan
besar dan memiliki biaya keagenan yang lebih besar tentu akan
mengungkapkan informasi yang lebih luas hal ini dilakukan untuk
mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan. CSR lahir dari desakan
masyarakat atas perilaku perusahaan yang biasanya selalu fokus untuk
memaksimalkan laba, menyejahterakan para pemegang saham, dan
mengabaikan tanggung jawab sosial seperti perusakan lingkungan,
eksploitasi sumber daya alam, dan lain sebagainya. Pada intinya,
keberadaan perusahaan berdiri secara berseberangan dengan kenyataan
kehidupan sosial. Konsep dan praktik CSR saat ini bukan lagi dipandang
sebagai suatu cost center tetapi juga sebagai suatu strategi perusahaan
yang dapat memacu dan menstabilkan pertumbuhan usaha secara jangka

panjang.
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Oleh karena itu penting untuk mengungkapkan CSR dalam
perusahaan sebagai wujud pelaporan tanggung jawab sosial kepada
masyarakat. Menurut The World Business Council for Sustainable
Development states (WBCSD) “CSR is the continuing commitment by
business to behave etically and contribute to economic development while
improving the quality of life of the work force and their families as well as
of the local community and society at large”. Corporate Social
Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan
sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan
ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama para karyawan serta
perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun
masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara
yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam
laporan yang disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting
adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial,
pengaruh dan Kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks
pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sustainability
Reporting meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan
pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi.

. Pro dan Kontra Mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Dikalangan masyarakat dan praktis bisnis sendiri masih terdapat

pro dan kontra apakah sebuah perusahaan perlu memiliki tanggung jawab
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sosial pada masyarakatnya. Menurut Tisnawati Sule (2006) mengenai
pandangan mereka yang pro dan kontra tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

No [Pandangan kelompok yang pro | No Pandangan kelompok yang

kontra

1 | Kegiatan bisnis sering kali | 1 | Perusahaan tidak memiliki
menimbulkan masalah, oleh ahli yang mengkhususkan
karena itu sudah semestinya dalam bidang  sosial dan
perusahaan bertanggung jawab kemsyarakatan, oleh karena
atas apa yang dilakukannya. itu sulit bagi perusahaan

bertanggung jawab.

2 | Prusahaan adalah bagian dari | 2 | Perusahaan yang ikut
lingkungan sosial masyarakat, berpartisipasi dan bertanggung
olen  karena itu  sudah jawab dalam ligkungan sosial
semestinya perusahaan masyarakat  justru  akan
bertanggung jawab atas apa memiliki  kekuatan  untuk
yang terjadi di masyarakat. mengontrol masyarakat dan

itu indikasi yang kurang baik
secara sosial.

3 | Perusahaan biasanya memiliki | 3 | Akan banyak terdapat konflik

sumber daya untuk kepentingan dimasyarakat jika
menyelesaikan masalah perusahaan terlibat dalam
dilingkungan sosial masyarakat. aktivitas sosial.

4 | Perusahaan adalah partner dari | 4 | Tujuan perusahaan bukan
lingkungan sosial untuk motif sosial, akan tetapi
kemayarakatan,  sebagaimana untuk memperoleh profit dan
halnya juga pemerintah mencapai tujuan yang
masyarakat lain pada umumnya. diharapkan oleh para pemilik

perusahaan.

Sumber:  Fundamentals of management, Ricky W. Griffin, Houghton Mifflin
company, 2000, h. 41.

c. CSR dalam Prinsip GCG
Pemerintah mensyaratkan untuk menerapkan prinsip GCG dalam
BUMN dengan surat keputusan Menteri BUMN No. Kep.117/M-
MBU/2002 tentang penerapan GCG di BUMN sebagai pedoman korporasi

yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Dengan
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adanya pengaturan GCG dalam hokum positif di Indonesia ini, prinsip

CSR harus diterapkan karena ada keterkaitan antara kedua prinsip tersebut.
Menurut Budi Untung (2014) Prinsip-prinsip yang diatur dalam

GCG secara umum terdiri dari 4 prinsip yaitu:

1. Akuntabilitas (accountability)

Prinsip ini mewajibkan direksi perusahaan bertanggung jawab
atas keberhasilan pengelolaann perusahaan untuk mewujudkan tujuan
dari perusahaan tersebut. Komisaris bertanggungjawab dalam
melaksanakan tugas pengawasan terhadap direksi sehubungan dengan
tugasnya. Kedudukan direksi dan komisaris yang mendapatkan
kewajiban dan tanggungjawab tersebut harus diemban dengan penuh
dedikasi yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan perusahaan,
hingga seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada para
pemegang saham perusahaan.

2. Prinsip keterbukaan (transparency)

Adanya informasi yang akurat dan dapat diaudit oleh ppihak
ketiga yang independen sebagai laporan kepada para pemegang saham,
sehingga pemegang saham dapat mengetahui perkembangan dan
kemerosotan perusahaan. Prinsip ini juga menginginkan adanya
laporan yang akurat dan tepat perihal keuangan, pengelolaan dan
perubahan-perubahan pengurus serta saham yang dapat mengakibatkan

terjadinya pergeseran kepemilikan dan bentuk-bentuk tindakan lainnya
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yang dilakukan oleh direksi dan komisaris dalam melaksanakan
tugasnya masing-masing secara berkala maupun berkesinambungan.
. Kewajaran (fairness)

Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap kepentingan
minoritas, khususnya para pemegang saham minoritas untuk dapat
memiliki perlakuan yang adil. Seperti dalam ketentuan UU, No. 40
Tahun 2007 tentang perseroan yang memberikan satu saham satu hak
suara (pasal 84) dan hak pemegang saham minoritas untuk dapat
mengusulkan diadakannya RUPS melalui pengadilan jika pemegang
saham mayoritas tidak melaksanakan (pasal 80). Prinsip ini
menginginkan direksi maupun komisaris agar lebih mementingkan
kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi.

. Tanggung jawab (responsibility)

Prinsip ini menegaskan konsep fiduciary duty dari para
pengurus perseroan untuk lebih mematuhi aturan-aturan yang
digariskan dalam pengelolaan perusahaan. Peraturan ditetapkan oleh
pemerintan maupun kepentingan pihak lain (stakeholders) yang
memengaruhi  kesinambungan perusahaan. Direksi harus tanggap
terhadap kelangsungan perusahaan dengan berbagai upaya untuk
meningkatkan perusahaan tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial
terhadap para karyawan, lingkungan, pelanggan, atau pihak lain yang

menentukan kesinambungan perusahaan.
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d. Manfaat tanggung jawab sosial
Tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaan
perusahaan disebuah lingkungan masyarakat mendorong perusahaan untuk
lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial.
Pandangan ini tentunya bukan tanpa alasan, karena pada dasarnya tanggung
jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi semua
pihak yang dalam hal ini perusahaan, masyarakat dan pemerintah.
Adapun manfaat tanggung jawab sosial menurut (Ernie Tisnawati
Sule,2006:81) ialah sebagai berikut:
1. Manfaat bagi perusahaan
Manfaat yang jelas bagi perusahaan jika perusahaan
memberikan tanggung jawab sosial adalah munculnya citra positif dari
masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Kegiatan
perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi
yang positif bagi masyarakat. Selain membantu perekonomian
masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat
membantu dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik dimasa yang
akan datang. Akibatnya, perusahaan justru akan memperoleh tanggapan
yang positif setiap kali akan menawarkan produk untuk dibeli
masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang akan

membawa perbaikan bagi masyarakat.
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2. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dari tanggung jawab sosial yang
dilakukan oleh perusahaan sangatlah jelas. Selain bahwa beberapa
kepentingan masyarakat diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga
akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan
masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai
hubungan produsen-konsumen, atau hubungan antara penjual dan
pembeli saja. Masyarakat akan memiliki pandangan baru bahwa
hubungan antara penjual dan pembeli saja. Masyarakat akan memiliki
pandangan baru bahwa hubungan antara masyarakat dan dunia bisnis
perlu diarahkan untuk kerja sama yang saling menguntungkan kedua
belah pihak. Hubungan masyarakat dan dunia bisnis tak lagi dipahami
sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang
tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun
masyarakat lingkungan yang lebih baik. Tidak hanya di sektor
perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan, dan lain-
lain.

3. Manfaat bagi pemerintah

Manfaat sebagai pemerintah dengan adanya tanggung jawab
sosial dari perusahaan juga sangatlah jelas.Pemerintah pada akhirnya
tidak hanya berfungsi sebagai wasit yang menetapkan aturan main
dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dan memberikan

sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Pemerintah sebagai pihak yang
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mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat kearah yang

lebih baik akan mendapatkan partner dalam mewujudkan tatanan

masyarakat tersebut. Sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh

anggota masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis.

Pada dasarnya dengan menerapkan CSR ada banyak manfaat

yang akan diterima. Sebagaimana dikatakan oleh Suhandri M.P (2007)

dalam Irham Fahmi (2012) manfaat CSR bagi perusahaan antara lain:

1.

8.

9.

Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra mereka
perusahaan.

Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.

Mereduksi resiko bisnis perusahaan.

Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.

Membuka peluang pasar yang lebih luas.

Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.

Memperbaiki hubungan dengan regulator.

Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.

10. Peluang mendapatkan penghargaan.

Pengungkapan CSR

Pengungkapan adalah pengeluaran informasi yang ditujukan bagi

pihak pihak yang berkepentingan (Lukum dan Monoarfa, 2014) dalam

Muslihudin (2016). Tujuan dari pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan (Corporate Sosial Responsibility Disclosure) adalah agar
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perusahaan dapat menyampaikan tanggung jawab sosial yang telah
dilaksanakan perusahaan dalam periode tertentu. Penerapan CSR dapat
diungkapkan perusahaan dalam media laporan tahunan (annual report)
perusahaan yang berisi laporan tanggung jawab sosial perusahaan selama
kurun waktu satu tahun berjalan.

Di Indonesia regulasi mengenai CSR telah di atur oleh pemerintah
sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No. 316/KMK 016/1994 tentang Program Pembinaan
Usaha Kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara, yang
kemudian dikukuhkan lagi dengan Keputusan Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara no. Kep-236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap
perusahaan diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1% (satu
persen) sampai dengan 3% (tiga persen), untuk menjalankan CSR.

Corporate sosial responsibility diatur dalam pasal 74 Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Didalam pasal 74 ayt 1-4

dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan
atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung
jawab sosial dan lingkungan.

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada
ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan di
perhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
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3. Menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang
tersebut maka CSR merupakan tindakan wajib bagi setiap perusahaan di

Indonesia.

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan CSR
Pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan
tanggung jawab sosial adalah leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan
kepemilikan saham pemerintah.
Berikut akan dibahas pengertian dari masing-masing variabel.
1. Leverage
Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar
perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan.
Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat
tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan
perusahaan yang mempunyai tingkatleverage rendah lebih banyak
membiayai asetnya dengan modal sendiri. Tingkat leverage perusahaan,
dengan demikian menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Teori
keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang
lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya

keagenan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi. Tambahan
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informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi
terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditor.

Menurut Naser et al. (2006) dalam Febrina dan Agung Suaryana
(2011) ia menduga leverage ratio berhubungan positif dengan
pengungkapan tanggung jawab sosial, karena perusahaan yang beresiko
tinggi berusaha untuk meyakinkan investor dan kreditor dengan

pengungkapan yang lebih detail.

. Profitabilitas

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas managemen
berdasarkan hasil keuntungan dari penggunaan keuangan perusahaan.
Rasio ini lebih diminati oleh para pemegang saham dan manajemen
perusahaan sebagai salah satu alat keputusan investasi, apakah investasi
bisnis ini akan dikembangkan, dipertahankan dan sebagainya. Pengukuran
profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan tingkat efektifitas manajemen
secara menyeluruh dan secara tidak langsung. Para investor jangka
panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis ini. Selain itu
keuntungan (profitabilitas) sangat penting bagi perusahaan bukan saja
untuk terus mempertahankan pertumbuhan bisnisnya namun juga
memperkuat kondisi keuangan perusahaan. Selain itu dengan semakin
kuatnya kondisi keuangan dan meningkatnya laba maka semakin besar
pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividennya. Para manajer
tidak hanya mendapatkan dividen, tapi juga akan memperoleh power yang

lebih besar dalam menentukan kebijakan perusahaan. Dengan demikian
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semakin menghemat biaya modal, di sisi lain para manajer (insider)
menjadi meningkat powernya bahkan bisa meningkatkan kepemilikannya
akibat penerimaan deviden sebagai hasil keuntungan yang tinggi. Jadi,
profitabilitas pertimbangan investor dalam keputusan investasinya.
Profitabilitas merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan
dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua
investor. Skala pengukuran untuk profitabilitas perusahaan adalah rasio.
Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan profitabilitas perusahaan,
yaitu: return on equity, return on asset, earning per share, net profit
margin.

Menurut Kamil dan Antonius (2012) dalam Lilies Ekowati DKK
(2013), perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat mengatasi
timbulnya biaya-biaya atas pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut.
Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi mencerminkan kemampuan
entitas dalam menghasilkan laba yang semakin tinggi, sehingga entitas
mampu untuk meningkatkan tanggung jawab sosial, serta melakukan
pengungkapan tanggung jawab sosialnya
Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat
diklasifikasikan lebih besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara
lain total aktiva, log size, nilai pasar saham , dan lain-lain. Pada dasarnya
ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar

(large firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan kecil
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(small firm). Mengetahui besar kecilnya perusahaan terdapat terdapat pada
beberapa proksi yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran
perusahaan antara lain jumlah karyawan, total asset, jumlah penjualan, dan
kapitalisasi pasar.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh
terhadap CSR. Perusahaan besar cenderung bertindak berhati-hati dalam
melakukan pengelolaan perusahaan dan cenderung melakukan pengelolaan
laba secara efisien. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat
sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan
keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan
kondisinya lebih akurat. Sembiring (2005) dalam Febriana (2011)
berpendapat bahwa secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari
tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan
pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki
pemegang saham yang akan memperhatikan program sosial yang dibuat
perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
akan semakin luas.

Kepemilikan saham pemerintah (Government Shareholding)

Kepemilikan pemerintah (government shareholding) adalah jumlah
saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Melalui kepemilikan
saham ini pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan. Selain itu
pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen

agar sesuai dengan kepentingan atau aspirasi pemerintah dan untuk dapat
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bertahan, perusahaan ini harus dapat mensinkronkan dirinya dengan
pemerintah (Amran dan Devi, 2008) dalam (Muslihudin, 2016) .

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mayoritas sahamnya dimiliki
oleh pemerintah sehingga stakeholder utama perusahaan ini adalah
pemerintah. Dalam menjalankan operasional perusahaannya, BUMN
berpedoman kepada perundangundangan dan peraturan yang dikeluarkan
oleh pemerintah. Selain itu BUMN akan mendapatkan sorotan yang lebih
oleh masyarakat, hal ini karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih
besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta. Bagi masyarakat,
pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah
dalam Dberbisnis dan dalam pelaksanaan good corporate governance.
Berdasarkan penjelasan tersebut maka tekanan pemerintah dan publik
memiliki pengaruh terhadap pengelolaan perusahaan termasuk dalam

pelaksanaan CSR.



2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel tentang ringkasan penelitian yang telah dilakukan di Indonesia berkaitan dengan CSR:

Penelitian

No (Tahun) Judul Alat analisis Variabel Penelitian Hasil Penelitian
1. |Febriana dan | Faktor-faktor yang | Regresi Variable terikat: Leverage tidak mempengaruhi
agung suaryana | mempengaruhi Linear kebijakan pengungkapan tanggung | kebijakan pengungkapan
(2011) kebijakan Bergana jawab  sosial dan ingkungan. | tanggungjawab sosial dan
pengungkapan Variable bebas: lingkungan. Hasil serupa juga
tanggung jawab leverage,  profitabilitas, ukuran |diperoleh pada pengujian H2, H3,
sosial dan perusahaan, ukuran dewan |dan H5. Dan ukuran perusahaan
lingkungan pada komisaris, dan kepemilikan |sebagai satu-satunya faktor yang
perusahaan manejerial. mempengaruhi kebijakan sosial

manufaktur di bursa
efek Indonesia

dan lingkungan.

2. |Maria  wijaya | Faktor-faktor yang | Regresi Variabel Dependen: pengungkapan |Ukuran dewan komisaris tidak
(2012) mempengaruhi Linear tanggungjawab sosial. signifikan terhadap
pengungkapan Berganda . _ pengungkapan CSR, leverage

tanggungjawab ?(/arlgbel_ Indlependen. Ukur]fl_n g_el\_/van tidak signifikan terhadap

sosial pada omisaris, - leverage, pro itabilitas, pengungkapan CSR, ukuran

perusahaan Kinerja lingkungan, ukuran perusahaan positif  signifikan,

manufaktur yang perusahaan. profitabilitas berpengaruh secara

terdaftar di BEI tidak signifikan, dan Kkinerja

lingkungan memiliki pengaruh

yang tidak signifikan. terhadap

pengungkapan CSR di Indonesia.

3. |Diah  mustika, | Agresivitas  Pajak | Regresi Variabel Dependen: Variable control size berpengaruh

9¢



Likik handajani, | pada Perusahaan | Linear Pengungkapan Corporate  Sosial | signifikan terhadap
dan Elin erlina | Publik Indonesia | Berganda Responsibility CSR.intensitas modal (capint)
sasanti (2013) yang Melakukan . ] tidak  berpengaruh  terhadap
Pengungkapan Variabel Independen: pengungkapan corporate sosial
Corporate Sosial Agresivitas Pajak responsibility (CSR)
Responsibility VariabelKontrol- profitabilitas ~ (ROA) tidak
berpengaruh terhadap
Ukuran Perusahaan, Return on Asset
(ROA),Leverage , pengungkapan corporate sosial
) responsibility (CSR
Dan Intensitas Modal
Lusyana Ale | Pengaruh ukuran |regresi linier | Variabel dependen: pengungapan |ukuran perusahaan berpengaruh
(2013) perusahaan, berganda. corporatesosial responsibility. positif terhadap pengungkapan
leverage, Variabel independen: CSR, leverage berpengaruh
kepemilikan Ukuran  perusahaan, leverage, | negative terhadap pengungkapan
institusional, dan kepemilikan institusional,  dan |CSR, kepemilikan institusional
ukuran dewan ukuran dewan komisaris. berpengaruh  positif  terhadap
komisaris terhadap pengungkapan CSR, dan ukuran
pengungkapan dewan komisaris berpengaruh
corporate socisl positif terhadap pengungkapan
responsibility. CSR.
Eddy Rismanda |Kinerja keuangan, | Regresi linier | Dependen: Size memiliki pengaruh positif
Sembiring political  visibility, | berganda. .. |terhadap pengungkapan CSR dan
(2003) ketergantungan pada PengungkapanTanggunglawabSosial | pp "Eps  AGE, PUB, dan LEV
hutang, dan Perusahaan (CSD) tidak signifikan terhadap
pengungkapan Independen: pengungkapan  tanggungjawab
tanggungjawab sosial perusahaan.

sosialperusahaan.

Profitabilitas (PRO), Umur (AGE),
Earning per-Share (EPS), Size

LE




(SIZE), Kepemilikan Publik (PUB),
Ketergantungan pada Hutang (LEV)

Andi nurwanah | Faktor-faktor  yang | Regresi Variabel dependen: Ukuran perusahaan berpengaruh
(2015) mempengaruhi berganda positif dan signifikan terhadap
pengungkapan Pengungkapan CSR pengungkapan

corporate sosial Variabel independen: CSR,profitabilitas/ROA
responsibility di S berpengaruh  positif  dengan
Bursa Efek _Ukuran perusahaan, p_rofl_tabllltas, pengungkapan  CSR,  jumlah
Indonesia jumlah anggota komisaris, dan|anggota  komisaris  dengan
leverage. pengungkapan CSR ada pengaruh
yang positif, bahwa leverage
dengan  pengungkapan CSR
berpengaruh negative,
Nike Mellisa. Z |Pengaruh Regresi data | VVariabel dependen: variabel  kepemilikan  saham
kepemilikan saham | berganda pemerintah tidak berpengaruh
(2014) pemerintah, tipe pengungkapan CSR signifikan terhadap
industri, ukuran Pengungkapan CSR, variabel tipe

perusahaan,dan
profitabilitas
terhadap
pengungkapan CSR
pada perusahaan go

public di
Indonesia(studi
empiris  perusahaan

yang terdaftar di BEI
tahun 2008-2012)

Variabel independen:

Kepemilikan saham pemerintah, tipe
industri, ukuran perusahaan, dan
profitabilitas

industri berpengaruh
terhadap pengungkapan
ukuran perusahaan tidak
berpengaruh signifikan dan
Profitabilitas berpengaruh
signifikan terhadap
pengungkapan CSR.

signifikan
CSR,

8¢




8. | Winarti (2014) | Pengaruh Variabel dependen: Kepemilikan pemerintah
kepemilikan . (BUMN)  berpengaruh  positif
pemerintah Analls_ls Luas Pengungkapan CSR terhadap luas  pengungkapan
(BUMN)dan regresi CSR, kepemilikan asing
kepemilikan  asing berganda. ) ) perusahaan tidak berpengaruh
terhadap luas Variabel independen: terhadap luas  pengungkapan
pengungkapan_ Kepemilikan pemerintah (BUMN) CSR,_ Profitabilitas berpengaruh
tanggung jawab dan kepemilikan asing positif terhadap luas
sosial perusahaan pengungkapan CSR, leverage
pada laporan Variabel kontrol: tidak  berpengaruh  signifikan
tahunan perusahaan Profitabilitas, leverage, dan size. terhadap luas  pengungkapan

CSR, dan ukuran perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap
luas pengungkapan CSR.

9. |Lilis Ekowati Pengaruh Analisis Variabel dependen: Profitabilitas mempunyai
,Prasetyono,Anis | Profitabilitas, statistic . pengaruh  signifikan terhadap
Wulandari Likuiditas, Growth, | deskriptif. Pen_gungkapan tanggung  jawab pengungkapan CSR, Likuiditas
(2013) dan Media Exposure sosial perusahaan. tidak  mempunyai  pengaruh

Terhadap Variabel independen: terhadap  pengungkapan CSR,
Pengungkapan o R Growth tidak mempunyai
Tanggungjawab Profitabilitas, Likuiditas, Growth, | hengaruh terhadap pengungkapan
Sosial Perusahaan dan Media Exposure. CSR, dan Media exposure
(Studi Pada mempunyai pengaruh signifikan
Perusahaan terhadap pengungkapan CSR.
Manufaktur yang
Terdaftar di BEI
Tahun 2010-2012)

10. |Hary ardian dan | Faktor-faktor yang | Regresi Variabel dependen: leverage perusahaan  tidak

6€



surya
(2013)

rahardja

mempengaruhi
kebijakan
pengungkapan
tanggung jawab
sosial dan
lingkungan  (studi
empiris pada seluruh
perusahaan yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia

Tahun 2010).

berganda

Pengungkapan
sosila dan lingkungan.

Variabel independen:

Leverage,

tanggung

profitabilitas,

jawab

ukuran

dewan komisaris, ukuran perusahaan

dan status perusahaan BUMN.

berpengaruh  positif  signifikan
terhadap kebijakan pengungkapan

tanggung jawab sosial dan
lingkungan, profitabilitas
perusahaan yang diproksikan

dengan rasio Return on Asset
(ROA) tidak berpengaruh positif
terhadap kebijakan pengungkapan
tanggung jawab sosial dan
lingkungan,  Ukuran  dewan
komisaris berpengaruh  positif
terhadap kebijakan pengungkapan
tanggung jawab sosial dan
lingkungan perusahaan”,
diterima, ukuran  perusahaan
berpengaruh  posiitif  terhadap
kebijakan pengungkapan
tanggung jawab sosial dan
lingkungan  perusahaan, dan
status perusahaan BUMN
berpengaruh  posiitif  terhadap
kebijakan pengungkapan
tanggung jawab sosial dan
lingkungan perusahaan.

ov
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Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada fenomena yang terjadi
dan penelitian sebelumnya. Adapun kesamaan dari penelitian yang terdahulu
dan sekarang adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai
pengungkapan CSR. Sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan
peneliti yang sekarang adalah obyek penelitian, jumlah sampel, periode
pengamatan, dan variabel independen yang menggabungkan variabel yang
pernah diteliti dari penelitian sebelumnya.

Pada penelitian sekarang variabel yang diadopsi adalah leverage,
profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham pemerintah. Selain
itu perusahaan yang di jadikan sampel adalah perusahaan BUMN yang

terdatar di Bursa Efek Indonesia.Periode pengamatannya tahun 2011-2015.

2.6 Pandangan Islam Tentang Tanggung Jawab Sosial Bisnis

Tanggung Jawab Sosial Perusahaann atau Corporate Sosial
Responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan
perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan
lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagali
bentuk tanggung jawab sosial lainnya.

Dalam Islam, tanggung jawab sangat terkait dengan hak dan
kewajiban. Islam menganjurkan tanggung jawab agar mampu mengendalikan
diri dari tindakan melampaui batas kewajaran dan kemanusiaan. Tanggung
jawab bersifat luas karena mencakup hubungan manusia dengan manusia,

lingkungan dan Tuhannya.



42

Setiap manusia harus dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
Seorang mukallaf (baligh dan berakal) dibebani tanggung jawab keagamaan
melalui pertanggung-jawaban manusia sebagai pemangku amanah Allah di
muka bumi (khalifah fi al-ardl).

Sistem ekonomi Islam lebih bertujuan untuk menciptakan keadaan
yang lebih baik bagi umat manusia dalam berkehidupan. Yaitu dengan cara
memahami Al-qur’an dan Hadits serta mengaplikasikannya dalam praktik
kehidupan sehari-hari. Posisi manusia sangat penting sebagaimana firman

Allah SWT dalam QS: Al-Bagarah:30:

-~ Z
Zw £

oo G Jagl \)Ju wu@wé&u d\&,w__u Jt:;’sg

- am v, .
Artinya: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
“Aku hendak menjadikan manusia khalifah dibumi”. Mereka
berkata, “apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak
dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih
memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? "Dia berfirman, “Sungguh,
Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Tanggung-jawab tersebut perlu diterapkan dalam berbagai bidang.
Dalam ekonomi, pelaku usaha, perusahaan atau badan usaha lain bertanggung-
jawab mempraktekannya di dalam lapangan pekerjaan, yaitu tanggung jawab
kepada Allah atas perilaku dan perbuatannya yang meliputi: tanggung jawab

kelembagaan, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial.

Dalam tanggung jawab sosial, seseorang (secara moral) harus mampu

mempertanggung-jawabkan perbuatannya terhadap masyarakat apabila
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melakukan perbuatan tercela. Tanggung jawab sosial ini diiringi norma-norma
sosial, karenanya rasa malu dalam diri seseorang dapat memperkuat tanggung
jawab sosialnya.

Keinginan yang kuat ditumbuhkan dalam Islam untuk membangun
rasa persaudaraan sesama muslim ini tercermin tegas dalam sabda Rasululllah
SAW. “Bukan muslim yang baik, orang yang tidur kenyang sementara
tetangganya tak tidur karena kelaparan”™.

Selain dengan masyarakat, perusahaan bertanggung-jawab melindungi
konsumen melalui pertimbangan dampak terhadap lingkungan hidup. Hal ini,
karena banyak perusahaan yang sering melakukan tindakan kurang seimbang,
karena tidak memperdulikan lingkungan dengan memproduksi barang tak
bermutu, cukup sekali buang, makanan mengandung beracun, limbah dan
lainnya. Kesemuanya itu dapat membunuh (masyarakat), konsumen secara
perlahan-lahan.

Tanggung jawab sosial dari bisnis ialah pelaksanaan etik bisnis yang
mencakup proses produksi, distribusi barang dan jasa sampai penjagaan
kelestarian lingkungan hidup dari ancaman polusi dan sebagainya. Pelaku
usaha atau perusahaan tidak hanya bertanggung-jawab terhadap pemenuhan
kebutuhan sesaat konsumen, tapi perlu mempertimbangkan jangka panjang
kelangsungan hidup manusia dan ekologi untuk kemaslahatan umum.

Pelaku usaha, perusahaan atau badan-badan usaha komersial lainnya,
sudah saatnya memperhatikan hal-hal yang berkaitan keabsahan transaksinya,

karena itu merupakan bentuk tanggung jawab yang mula-mula diselidiki.
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Seharusnya, tanggung jawab dalam setiap kegiatan ekonomi muncul dari
kesadaran yang terdapat pada individu maupun dalam penekanan hukum dari
pihak berwenang, seperti melalui perundang-undangan.

Berbagai pelanggaran lingkungan, seperti langkanya air bersih akibat
limbah pabrik, makanan beracun dan sebagainya telah menyumbangkan
berbagai penyakit bahkan kematian warga yang mengkonsumsi. Hal itu,
merupakan perbuatan melanggar hukum (i’tida) secara tidak langsung yang
harus dipertanggung-jawabkan pihak pelaku usaha, perusahaan atau badan-
badan komersial.

Setiap perbuatan berbahaya dalam Islam tidak dibenarkan (ghairu
masyru’) dan setiap perbuatan tidak dibenarkan yang membawa bahaya harus
dipertanggung-jawabkan, baik kerugian bahaya materil atau jiwa sebagai

akibat buruk dari produk pelaku usaha.

-
-

/ﬂ Cﬁ//, /f,/ s 8o - = o> - ,E’—‘ R P //

P 5},“ /w}} :
Dl owmdedl T ol
)

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa
takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang
berbuat baik.” (QS. Al A’raf: 56)

@
A
°

Kecenderungan bisnis modern untuk melakukan aktifitas sosial telah
merubah arah bisnis. Dunia bisnis yang selama ini terkesan profit-oriented
(Hanya mencari untung) hendak merubah citra-nya menjadi organisasi yang

memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Salah
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satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar aktifitas Corporate

Sosial Responsibility (CSR) atau Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP).

2.7 Hipotesis Penelitian
2.7.1 Hubungan leverage dan pengungkapan Corporate Sosial Responsibility

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar
perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan.
Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat
tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan
perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah lebih banyak
membiayai asetnya dengan modal sendiri. Tingkat leverage perusahaan,
dengan demikian menggambarkan risiko keuangan perusahaan.

Menurut Budi Untung (2014) CSR merupakan suatu konsep bahwa
perusahaan memilik suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan,
pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek
operasional perusahaan. Pelaksanaan CSR akan berdampak pada
kesinambungan dari perusahaan. Suatu perusahaan dalam melakukan
aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan
faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau dividen, melainkan
juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dilingkungan untuk saat ini dan
jangka panjang.

Sembiring (2005) dalam Febriana dan Agung Suaryana (2011)
menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat leverage semakin besar

kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga
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perusahaan akan melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Supaya laba yang
dilaporkan tinggi, maka manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk
biaya untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu,
pengungkapan informasi sosial juga menjadi rendah atau terbatas. Hasil dari
penelitian Lusyana Ale (2013) dan Andi Nurwanah (2015) menunjukkan
adanya pengaruh leverage secara negative terhadap pengungkapan CSR
sedangkan dalam penelitian Febriana dan IGN Agung Suaryana (2011) dan
Maria wijaya (2012) menunjukkan tidak adanya pengaruh secara signifikan
leverage terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan analisis dan kajian di
atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Diduga leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan

Corporate Sosial Responsibility.

2.7.2 Hubungan profitabilitas dan pengungkapan Corporate Sosial
Responsibility
Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas managemen
berdasarkan hasil keuntungan dari penggunaan keuangan perusahaan
(Agustin, 2014) dalam (Muslihudin: 2016). Rasio ini lebih diminati oleh
para pemegang saham dan manajemen perusahaan sebagai salah satu alat
keputusan investasi, apakah investasi bisnis ini akan dikembangkan,
dipertahankan dan sebagainya Profitabilitas merupakan kemampuan dari
modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan

keuntungan bagi semua investor.
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Menurut Budi Untung (2014) CSR merupakan suatu konsep bahwa
perusahaan memilik suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan,
pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek
operasional perusahaan. Pelaksanaan CSR akan berdampak pada
kesinambungan dari perusahaan. Suatu perusahaan dalam melakukan
aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan
faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau dividen, melainkan
juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dilingkungan untuk saat ini dan
jangka panjang.

Profitabilitas akan menggambarkan hubungan antara penjualan dan
beban serta laba/rugi, sehingga dapat dilihat kemampuan perusahaan
menghasilkan laba. Mengukur profitabilitas salah satunya menggunakan
Return On Total Equity (ROE). Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi
dapat mengatasi timbulnya biaya-biaya atas pengungkapan tanggung jawab
sosial. Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi mencerminkan
kemampuan entitas dalam menghasilkan laba yang semakin tinggi, sehingga
entitas mampu untuk meningkatkan tanggung jawab sosial, serta melakukan
pengungkapan CSR nya dalam laporan keuangan dengan lebih luas. Hasil
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febrina dan IGN Agung Suaryana
(2011) menunjukkan tidak adanya bengaruh profitabilitas secara signifikan
terhadap pengungkapan CSR. Sementara penelitian yang dilakukan oleh
Andi Nurwanah (2013) dan Lilis Ekowati DKK (2015) menunjukkan

adanya hubungan positif profitabilitas dengan pengungkapan CSR.
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Berdasarkan analisis dan kajian di atas, maka hipotesis penelitian ini
dirumuskan sebagai berikut:
H2: Diduga profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan

Corporate Sosial Responsibility.

2.7.3 Hubungan Ukuran Perusahaan dan Pengungkapan Corporate Sosial
Responsibility

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan
lebih besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva,
log size, nilai pasar saham, dan lain-lain.

Sembiring (2005) dalam Febriana (2011) berpendapat bahwa secara
teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang
lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap
masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang akan
memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas.

Variabel ukuran perusahaan merupakan variabel yang paling banyak
digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan sosial dan lingkungan
Hasil dari penelitian Febriana dan Agung Suaryana (2011), Maria Wijaya
(2012), Diah Mustika DKK (2013), Lusyana Ale (2013), Edy Rismanda
(2003), Andi Nurwanah (2015), dan Hary Ardian dan Surya Rahardja
(2013) menunjukkan adanya hubungan yang positifif antara ukuran

perusahaan terhadap pengungkapan Corporate Sosial Responsibility.



49

Berdasarkan analisis dan kajian di atas, maka hipotesis penelitian ini
dirumuskan sebagai berikut:
H3: Diduga Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

pengungkapan Corporate Sosial Responsibility

2.7.4 Hubungan Kepemilikan Saham Pemerintah (Government Shareholder)
dan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility
Pengaruh dari kepemilikan saham oleh pemerintah dalam suatu
perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya menyebabkan perusahaan harus
selaras dengan kepentingan pemerintah. Dan pemerintah sendiri berhak
untuk menunjuk direktur perusahaan tersebut, sehingga nantinya keputusan
yang akan diambil merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah (Amran
dan Devi, 2008) dalam Muslihudin (2016). Seperti yang diketahui bahwa
perusahaan BUMN banyak mendapat sorotan dari masyarakat sehingga
pengelolaan BUMN akan mencerminkan keberhasilan yang telah dicaapai
oleh pemerintah. Selain itu BUMN akan mendapatkan sorotan yang lebih
oleh masyarakat, hal ini karena masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih
besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta. Bagi masyarakat,
pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah
dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan good corporate governance.
Tekanan atas sorotan masyarakat itulah yang membuat pemerintah
lebih transparan lagi dalam pengelolaannya.Sebagaimana diatur dalam UU
PT No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengungkapan yang lebih besar

merupakan wujud dari akuntabilitas atas pengelolaan perusaahaan. Banyak
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penelitian yang menggunakan goverment shareholder sebagai variabel
independent. Penelitian yang dilakukan Winarti (2014) menunjukkan hasil
bahwa kepemilikan saham pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap pengungkapan CSR. Sementara penelitian yang dilakukan Nike
Meilissa Zulfi (2014) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham
pemerintah  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
pengungkapan CSR di Indonesia. Berdasarkan analisis dan kajian di atas,
maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H4: Diduga kepemilikan saham pemerintah (Government Shareholder)
berpengaruh positif terhadap pengungkapan Corporate Sosial

Responsibility.

2.7.5 Hubungan Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan
Kepemilikan Saham Pemerintah (Government Shareholder) dan
Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility

CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk
berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan
memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada
keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan
lingkungan. Dimana ketiga dari aspek tersebut diharapkan dapat terbentuk
dalam kehidupan masyarakat sehingga keberadaan sebuah perusahaan
diakui ditengah-tengah masyarakat luas. Seberapa besar perusahaan
tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan dan perusahaan

korporasi juga memiliki tanggung jawab ekonomi kepada para kreditor yang
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telah menyediakan pinjaman bagi perusahaan danseberapa besar perusahaan
mampu menghasilkan laba yang besar setiap tahunnya se akan sangat
menentukan sejauh mana perusahaan tersebut mengungkapkan tanggung
jawab sosialnya dalam laporan tahunan. Selain itu, perusahaan besar
merupakan perusahaan yang disoroti oleh publik sehingga pengungkapan
tanggung jawab sosial berguna untuk mengurangi kos politik (Sembiring,
2005) dalam (Febriana, 2011) dan Sebagai pihak pemangku kepentingan
kepemilikan saham pemerintah yang mempunyai peran yang sangat besar
terhadap kebijakan perusahaan dan merupakan perpanjangan tangan dari
pemerintah serta mendapat sorotan yang lebih dari rakyat dalam hal
ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang
pernah dilakukan oleh Febriana (2011) secara simultan faktor- faktor yang
mempengaruhi pengungkapan CSR dengan variabel bebasnya leverage,
profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan
manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan hal
tersebut, maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hs: Diduga hubungan leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan,

dan kepemilikan saham pemerintah berpengaruh secara simultan
terhadap pengungkapan corporate sosial responsibility.
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2.8 Kerangka Pemikiran
Variable dependen yang dalam penelitian ini adalah pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan diteliti hubungannya
terhadap 4 variabel independent vyaitu leverage, profitabilitas, ukuran
perusahaan, dan kepemilikan saham pemerintah.

Gambar 2.1:
Model Penelitian

Leverage (X1)
\ f
Profitabilitas (X2)
H,
pengungkapanCSR (Y)
H
Ukuran perusahaan (X3) : ’
H4 A
Kepemilikan saham
pemerintah (X4) /
Hs

Sumber: Febriana dan Agung Suaryana (2011)
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Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility
(CSR)

Dalam penelitian ini, leverage yang diproyeksikan dengan rasio Debt to
Total Assets Ratio (DAR) dipilih sebagai faktor pengungkapan Corporate social
Responsibility (CSR) adalah karena DAR untuk melihat seberapa jauh perusahaan
dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang
digambarkan oleh total aktiva. DAR merupakan rasio antara total utang dengan
total aktiva. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat
tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan
yang mempunyai tingkat leverage rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan
modal sendiri.

Menurut Budi Untung (2014) CSR merupakan suatu konsep bahwa
perusahaan memilik suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan,
pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional
perusahaan. Pelaksanaan CSR akan berdampak pada kesinambungan dari
perusahaan. Suatu perusahaan dalam melakukan aktivitasnya harus mendasarkan
keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya
keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial
difingkungan untuk saat ini dan jangka panjang.

Sembiring (2005) dalam Febriana dan Agung Suaryana (2011)
menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat leverage semakin besar kemungkinan
perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan

melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Supaya laba yang dilaporkan tinggi, maka
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manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk melakukan kegiatan
tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pengungkapan informasi sosial juga

menjadi rendah atau terbatas.

Pengaruh profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social
Responsibility (CSR)

Untuk mengungkapkan Corporate Social Responsibility (CSR), salah satu
faktor yang dipakai ialah profitabilitas yang diproyeksikan dengan rasio Return of
Equity (ROE). Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas managemen
berdasarkan hasil keuntungan dari penggunaan keuangan perusahaan (Agustin,
2014) dalam (Muslihudin: 2016). Rasio ini lebih diminati oleh para pemegang
saham dan manajemen perusahaan sebagai salah satu alat keputusan investasi,
apakah investasi bisnis ini akan dikembangkan, dipertahankan dan sebagainya
Profitabilitas merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam
keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor.

Menurut Budi Untung (2014) CSR merupakan suatu konsep bahwa
perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan,
pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional
perusahaan. Pelaksanaan CSR akan berdampak pada kesinambungan dari
perusahaan. Suatu perusahaan dalam melakukan aktivitasnya harus mendasarkan
keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya
keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial

dilingkungan untuk saat ini dan jangka panjang.
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Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dapat mengatasi timbulnya
biaya-biaya atas pengungkapan tanggung jawab sosial. Tingkat profitabilitas yang
semakin tinggi mencerminkan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba yang
semakin tinggi, sehingga entitas mampu untuk meningkatkan tanggung jawab
sosial, serta melakukan pengungkapan CSR nya dalam laporan keuangan dengan
lebih luas.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social
Responsibility (CSR)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan lebih
besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, log size,
nilai pasar saham, dan lain-lain.

Menurut Andrian Sutedi (2011) dalam teori agensi dinyatakan perusahaan
besar akan mengungkapkan tanggung jawab sosial nya secara luas.

Sembiring (2005) dalam Febriana (2011) berpendapat bahwa secara
teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih
besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat
mungkin akan memiliki pemegang saham yang akan memperhatikan program
sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan akan semakin luas.

Pengaruh kepemilikan saham pemerintah terhadap Pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR)
Pengaruh dari kepemilikan saham oleh pemerintah dalam suatu

perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya menyebabkan perusahaan harus
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selaras dengan kepentingan pemerintah. Dan pemerintah sendiri berhak untuk
menunjuk direktur perusahaan tersebut, sehingga nantinya keputusan yang akan
diambil merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah (Amran dan Devi, 2008)
dalam Muslihudin (2016). Seperti yang diketahui bahwa perusahaan BUMN
banyak mendapat sorotan dari masyarakat sehingga pengelolaan BUMN akan
mencerminkan keberhasilan yang telah dicaapai oleh pemerintah. Selain itu
BUMN akan mendapatkan sorotan yang lebih oleh masyarakat, hal ini karena
masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih besar terhadap BUMN dari pada
perusahaan swasta. Bagi masyarakat, pengelolaan BUMN yang baik
mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam berbisnis dan dalam pelaksanaan
good corporate governance.

Tekanan atas sorotan masyarakat itulah yang membuat pemerintah lebih
transparan lagi dalam pengelolaannya.Sebagaimana diatur dalam UU PT No. 40
Tahun 2007 menyatakan bahwa pengungkapan yang lebih besar merupakan wujud
dari akuntabilitas atas pengelolaan perusaahaan. Banyak penelitian yang

menggunakan goverment shareholder sebagai variabel independent.



